
BUF"TTI NATUNA
PROVIi{SI KEPULAUAH RTAU

PERATURAN BUPATI FIATUNA
' NOMOR B6 TilHUN 2022

TENTANG
AUDiT KiHERJA A"AS PE}{}'ELE}IGGARAAi{

PEMERIN?AH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BL}FATI NATLINA,

bahwa perlgawasan irtern pemerintah merupakan $alah

satu unsur manqiemen pemerintah yang penting dalam
rengka me.sujudkan kepe.merintahan l"Erlg beik berdays
guna, berhasil guna. bersih <ian bertanggung janab
sehingga diperlukan adanya penga\i.'asati oleh Aparat
Pengarxrasan Intern Pemerintah yang berkualitas;
bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan Aparat
Pengau'asan Intern Femerintah Kabupaten Natuna 

'rjarlg
berkualitas. dipertrukan penilaian atas eEsifnsi " efe|tivitas
dan pencapaian kinerja dari instansi pemerintah sehingga

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Natuna
pedu melakukan audit kinesja;
bahs+'a berdasarkan Fasal 5* a3'at i?i Peraturan
Pemerintah $lomor 60 Tahun 2OOB tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemqrintah, Audit Kinerja
mempakem audit atas Pengelol,aan Keuangan Negara dan
greialisa-reaan tlrga* darr fungsi Insiaasi Pemeriatah yaEg

terdiri dari aspk keherrratsur, efesiensi dan efektifitas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Audit Kinerja Atas
Penyelenggaraarl Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Eebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Ncmcr 75, Tambahan

lembarar }$egara Repubtik Indonesia l$omor 385] l;

b.

c.

d.

)
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2. Undang-Undang Nornor 31 Tahun L999 tentang
Pemberantasen Tin-dak Pidana Korupsi {lcsrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 199q Noraor 14O, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874]
sebagarmana ieiah diubah dengan Undarg-U*dang
Nomor 2O Tahun 2OO I tentang Perubatran Atas Undang-
Llndang ?ilcmcr 31 Tahun lg$g terrtang Pes{rberartasan
Tindak Pidana Korupsi ilembaran Negara Republik
Iadonesia ?atrun 2OO1 l{omor 13*" ?ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a15O);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pe.mtrentukan Kabupate.n Pelalauran, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaien Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sangmgr, dan Kota Batam {kmbaran Negara
Republik Indeneeia Tatrun 1S*g li[smcr 181, ?arsbaha*
lcmbaran Republik lndonesia Negara Nomor 3902)
sebagaimaaa telah diubah beberapa kali teralthir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang
Peruhahan Ketiga Atas Undaag-Undaug Nomor 53 Tah-un
1999 te.ntang Pemtre.ntukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatea Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimua, Kabupaien Natuna,
Kabupaten Kuantan Sangingi, dan Kota patam (Lembaran
l,iegzue. Republik Indcneaia Tahun ?SSB IYen:Br 1C?,

Tambahan t"embaran Negara Republik lndonesia Nomor
a88$h
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara {Icmbaran Negara Fepublik Indon-esia Tahun
2OO3 Nomor 47, Tamhahan kmharan Negara Republik
Indonesia Nomor a286!:,
Undang-Undang Nomor i Tahun 2OO4 ientaug
Perbendaharaan Negara {f,eqrbaran Negara Republik
Indanesia Tahun ?SS4 Nomod 5; Tambahar: Lernbaran
Republik tndonesia Nomor' 4355) ;
Undang-Undaag Homor 23 ?ahun 201+ tentang
Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, T*rrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Qaeratr {Le.rnbaran Negara Re.publik Indoneaia Tahur:.
2fi22 Nomor 4, ?ambahan lembarar Negam Republik
Indonesia Nomsr 675?);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201.4 tentang
Administrasi Peureri,ntah-an {Iem-baran- Negara Republik

I

3.

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

4.

5.

6.

7.

U' I



Indonesia Tahun 2074 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik In-donesia Nom-or 56O11;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 202 t tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2*2L Nomor 246, Tambahan
l,embaran Negara Republik Nomor 6736);
Peraturan Pe.rrrerintah Republik Indsnesia Nomcr I
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah {l*mbarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a61a);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20OB tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonegia Tahun 2OO8 Nomor \27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O);
Peraturan Pesnerintsh Ncmcr 13 Tahun 3G1? ter:tang
Pembinaan dan Pengawasaa Pen-veleaggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembar*n Hegara Republik
Indonesia Tahun 2077 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60ai|;
Pe.raturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 te.ntang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun z0tg Nomsr 4?, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
Pereturan Menteni *alam Nege.ri I'Ismsr ?? Tehun ?S?G

tentarrg Pedoman Telcnis Pengelolaan Keuangan Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia ?a}run 2S2O Nomor
1781);
Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2A22 tentang
Susunan Organisasi, Tbgas dan Fungsi serta Tata Kerja
Staf Ahli, Sekretariat Daer;ah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, inspektorai Daerah dan
Badan Kabupaten Natuna {Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun ?0?? Nomor 86i diuhah de.ingen Pem.turan
Bupati Natuna Nomor 61 Tahur 2A22 terrtang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Hatuna Nomor 1 Tahua 2*22
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SertaTata
Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perw"akilan Rak-vat Daerah, Inspe.letorat Daerah dan
Badan Kabupaten Natuna tBerita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2A22 Nomor La6l;

MEMUTUSHAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AUIXT KINERJA ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

8.

g.
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BAEI I
KE?ENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Eupati adalah Bupati l,fatuna.
3. Inspektorat adalah laspektorat Daerah Kabupaten

Natuna"
4, Audit Kinerja adaiah audit atas pengelolaan keuangan

negara/daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi
' Instansi Pemerintah 3'ang terdiri atae aspek ekonomi,

efisiensi, dan eGktivitas.

Pasal 2

Peraturan Bupati irri merupakan pdar*an Audit Kinerja
sebagai acua* untuk melaksanakan audit yang krbasis
kinerja atas penyelenggaraarr Pemerintah Daerah.

BAEi II
AUDiT K1NERJA

Pasa] 3
(1) Audit Kinerja disusun dengan uraian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran [ ,vang mertrpakan bagiaa
ticlak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2:, Ker"ras kerja audit pemahaman organisasi dan
peagidentifikasiaa masalah sebagai bagian laporan Audit
Kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagiaa tidak terpisahkan dari Peratura! Bupati ini.

(3) Kertas kerja audit pemahamaa sistem pengendalian
internai atas programlkegiairan sebagai bagian iaporan
Audit Kinerja tercantum dalam l^ampiran III yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati iai=

(4) Ke.rta-q kerja audit pe.ngujian dgta -re.bagai bagan laporan
Audit Kinerja tercant[q dalam i ampiran IV yang
merupakar: bagian tidak terpisahkan dari Feratura:r
Bupati ini.

PARAF KOORDINASI

iADAG riux[:N
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agff se.tiap rrff.rrg me.rrge.tshuinya, memerintahkan
peagundangan Per.aturan Bupati ini d.e*gaa penempatannya

Y"- 
Berita Daerah Kabupatea Natuna.

*itetapkan di Rar:a:
paria tanBrral 2? NoPQ.tMber ?Oza

{ 
eurarr NAruNA,

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 23 tvOpetw0er 2022

f sexnet NA"UNA 
Y

VARIANTO

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2|,22 NOMOR

i '.

22tBERITA D

PARAF KOORDINASI
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IAMPIRAN I
PER{TLIRAN BL} PA?l NATLI NA
NOMOR I% TAHUN 2*22
TEN?ANG
AUDIT KINERJA ATAS
PET{YETENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

AUDIT KINERJA ATAS PE}IYELENGGARAAN

FEMERIN?AH DAER{H

BAE} I

PENDAHULUAN

L{TAR BEI*&Ii{N&
Sebagai bagiaa da::i upal'a peningkatan tata keiola per*eri*tahan

yarrg baik {goad gouemance}, akuntabilitas merupaka$ prinsip -!-ang harus
diimplementasikan secara nyata. Akuntabilitas pengelolaan instansi
pemerintahas dalam rnelaksa*akaR tugas dan fungsirr5a menjadi tuntutan
masrvarakat 3'ang harus dipenuhi. Masl,arakat ingrn melihat capaian
kinerja da:ri seluruh ins.tansi pemerintah, u-nt:.:-k mexilai seberapa
akuntabel pengelolaan yang diiakukan instansi pemerintah. Untuk itu,
manajemen instansi peraerintah harus merring.katkan kinerjanya,
mengelola semua sumber daya {t*ptx} secara efektif darr efisien, sehingga
hasil yang dicapai meajadi optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor I Ta-trun 2S06 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan manqiemen
instansi pemerintah, men)-usun Laporan kinerja sebagai media
akunrabiiitas dari peageioiaan instansi pemerintah. i,aparan kinerja
disampaikan instansi pemerintah harus mampu memberikan informasi
tentang pencapaian kinerja atas rencana- straLegiS'dan rencana kinerja
tahunan. Dengan kate' lain, laparan kinerja haru* rrrarrlFu merrjelaskan
peneapaian visi, misi, strategi, dan sasaran strategis serra menjelaskan
indikator kinerja -l.ang dipakai untuk menilai keberhasilan pencapaian

sasaran strategis tersebut.
lapran kiaerja seb*iknya harus dapat rnemberikan inforaasi

tentang area-atea Ferrti*g yang harus ditinshatlan kinerjanya, bukan
hanya sekedar peneuuhan formal saja. Oleh sebab iftl,
pertanggungjawaban kinerja tersebut harus dinilai, diuji, dievaluasi secara
independea dan profesional untuk mengetahui kelemahan-kelemahan
yang ada dan penyebabn3'a *ntuk selanjutnya merrgajukan rekomerrdasi
perbaikan guna peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini dapat

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

Audit Kinerja yang efektif.
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Sebagai Aparat Pengawas Intemal Pemerintah {APIP}, Inspelrtorat
dituntut meningkatkan kapabilitasnya dalarn ra*gka meningkatkan
kinerja pemerintah melalui hasil-hasil pengawasan. Pada audit ketaaten,
APIP akan mampu menilai kepatuhac. suatu programlkegiatac terhadap
peraturan terkait, sedangkan dengan Audit Kinerja APIP akan marnprt
menilai apakah suatu fungsilprogramlkegiatan t€lah dilaksanakan secara
efisien, efe*tif dan ekonomis {3E} yang pada akhirnya mampu memireri
kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja di orgaaisasi.

TUJUAN DAN SASARAN

Audit Kinerja disusure bertujuan untuk raenjadi acu&n APIP Daerah

dalam melaksanakan Audit Kinerja agar APIP Daerah memiliki kesamaan
persepsi d*n ke*ragaman metodologi dalam rangka audit yang efisien dan
efektif.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu APIP Daerah akan mampu
memberi nilai ta::rbatr terhadap e{elctivitas. efsictrsi. dan keekonomisaa
pragram/kegiatan dengan cara !'ang lebih sistematik.

RUAI{G LINGKUP
ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan Audit Kinerja mulai

dari tahap pereacanaan sampai dengan tahap komunikasi hasil audit.
Panduan ini bersifat umum dan agar APIP menyesuaikan dengan bisnis
proses dari program/kegiatan yang diaudit serta memperhatikan
referensi/ petunj uk lainnya.

SISTEht{TIK{

Petunjuk Telcrris ini d,isusun deng4n sistematika penyajian sebagai

berikut:
BAB I Pendahuluan
BAB II Gambara:r Llmum Audit Kinerja 

I
BAB iil Perencanaan Audit Kinerja
BAB IV Pelaksanaan Audit Kineda
BAB V Ksmunikasi Hasil Audit

t-.
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BAB II
GAMBARAN UMUM AUDI? KINERJA

,q, PENGERTT.TN DAN TUJUAN AUDIT KINERJA

Berdasarkan ketentu*n Pasal 50 ayat {2} Peraturarr Peraeriatah

Nsmor 6O Tahun 2$$8 tentang Sistem Pengeadalian Intern Pemerintah,
Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aud.it

aspek ekonomis, efisiensi, dan audit a*pek efektivitas" serta ketz.atert pada

greraturan
Tr4iuan dari Audit Kiaerja adalah menilai kinerja suatu organisasi,

program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekoriomis, efisiensi,
dan efektivitas {3E}. Audit fokus pada area yang mampu memberi Eilai
tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan

Pada prinsipnya Audit Kinerja terkait deagan hubungan antara
iryrut, au$rut, proses, dan oufcomr.
1. Inputadalah sumber daya daiam bentuk dana, sumber daya manusia,

peralatan, dan material yang diguaakan untuk menghasilkan output.
2. Qntp,tt adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang

diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
3. Proses adalah kegiatan-kegiatan opaasioual yang, menggunakan

input untuk menghasilkan output.
.1. Glf,.csm.e adalah tujuan atau aaaarar yang Ekan dicapai melalui

outprtt.

Gambar di bawah menjelaskan hubungan antara input, proses,

output, dan outcome.

Gambar: Hubungan ingrut, proses, otttgtut dar. outcome

Ekonomis hrkaitarr dengan prolehan Bumber daya yarrg akatl
digunakan datam proses deagan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan
kuantitas yang tepat- Ekonomis berard meminimdkarr biaya
perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap

meajaga kualitas dan $tandar yang diterapkan.

Audit atas aspek ekonomis meliputi f,aktor'Ibktor, apakah:

a. barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi,

dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah
dibandingkaa dengan baraag atau jasa yang sama; dan
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b. barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih
bagus dibandingkan dengan jenis barangljasa serupa dengan

harga 3'ang sarrla
6. Efisiensi merupakan h*bungan optimal antara inpuf dan output.

Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan autpttt

makeimal dengan jumtah input tertentu atau mempu menghaeilkan

au6rut tertentu dengan memanfaatkan input mirrimal. Audit atas

aspek elisiensi meliputi:

a. apaBah input yang tersedia untuk menghasilkaa barangfiasa
tehh dipakai secara optimal;

b. apakah oufput yang sarna dapat diperoleh dengan lebih sedikit
irpufi dan

c. apakah autpr,ttyang terbaik datam ukura:: kuantitas de:r kustitas
dapat diperoleh dafi input y *ng digunakan-

7. Efektivitas merupalcan peacapaian tqiuan. Efektivitas berkaitan
dengan hubungarn arrtara ou{lutyarag dihasilka$ dengan tujuan yqrrg

dicapai {otttcames). Efektif berarti augxtt yang dihasiikan telah

rrremenuhi tqiuan yang ditetapkan

Audit atas aspek efektivitas meliputi:

a. apakah orttputyang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana

diharapkan;
b. apakah outpttt yang dihasilkan konsisterr dengan fujuan yarrg

ditetapkaa; dan
c. apakah ertffilre yaag dinyatakan berasal dari autput yang

dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.

Dalast melaksanakan Audit Kinerja, APIF harus
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan risiko audit.
Penugasan Audit Kinerja atas pelaksanaan progra:nlkegiatan

khususnya berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerinta.h

d,apat dikerjakaa secara bertahap, misal Audit Kinerja terhadap aspek

ekonomis dilakukan pada saat proses per:iy-usnrnan Harga Perkiraan

Seadiri {HPSI atau patiitg Ismbat sebelure penetapan petrenang.

Semakin luas aspek kinerja yang diperiksa maka risiko audit juga

akan meningkat.

STAT{D*R AUDiT iNTERt{

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intem Pemerintair

Indonesia TSAIPI} yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah

Indonesia.

PERSYARATAN DASAR AUDITOR

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor hams memiliki kecakapan

dalsm plaksanaan suatu pe$ugasan, seperti -yang telah dietur pada SAIPI

Nomor : PER-O1/AAIPI/DPN/2O21, Pamgraf 1210.
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D. METODQI,0GI AUDIT KINER"]A

METODOTSGI AUDI-T KINERJA

Ukuran Kinerja Audit :

PELAKSANAAN
KOMUNIKASI HASIL

AUDIT

- Pedoman Pengawasanl SOP

- Tujuan Penugasan

/. Pengujian Data

i
I

L Peayusunan
Koresep Tecuaa
Audit

9. Perolehan
Tangapan
Auditan

10. Penyampaian
Temua:r kepada
Auditan

12.Fen1"usunar: dan
Penyampaian LHA

1. Pemaharlar
objek audit dan
identifikasi
masalah

2= Pemahamen
sistem
pengeadalian
intesr

3. Perre*tuarr
tujuan dan
linekup audit

4. Penentuan
kriteria audit

5. Identjf,kasijerus
bukti dan
prcsedur audit

6. Penyusunafi
program audit

SUPERVISI * KENDALI DAN PENJAMINAN MUTU DOKUMENTASI

l.Penyusunan Konsep

LHA



- 11-

Secara garis besar metodologi ini terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu
tahap perencaaasn, pelaksaflaal:., dan ktrmuaike-si ha.sil audit.
1. Perercaaaan

1) pemahaman objek audit dan identifikasi masalah;
2j pemahaman sistem pengendalian intern;
3) penentuan tujuan dan lingkup audit;
4) penentuan kriteria audit;
5) peagidentifkasiaa jeais bukti daa prosedur audit; dan
6) ' pen5rusunan program audit.

2. Pelakearaan
1) perolehan den pengujian data;
2) penyusunan dan penyampaiau ko,nsep temuan audit;
3) perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuae

audit; dan
4) penyamFaian te.muan autlit.

3. Komunikasi Hasii audit
t ) penyusunan konsep laporan hasil audit; dan
2) penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit.
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BAB III
PERENCANAAN AUDIT KINERJA

A. TUJUA}I

Tujuan perencanaan audit yaitu mempersiapkan audit sccara rinei
herdasarkan Berencanaan pedtgarrrasan AFIP. mtringga petak*axaan audit
berjalan secara efisien dan efektif.

Pada perealcanasn audit, auditor mengumpulkan inforynasi untuk
menentukan kebijakan awal mengenai: (U lingkup audit, {2} biaya, waktu,
dan keahlian yang diprlukan, t3) tujuan audit, {4} area audit yang perlu
untuk direviu secara mendalam, {5} I'riteria audit, dan {6} jenis bul'-ti dan
prasedur peugujian I'ang aken dilekukaa.

B. FEM-A-HAtr{A_I-Y OB*IEK AUDIT DAN IDEN?IFIKASI MASA_I,AH

Tujuan dari kegiatan pmahaman
pengidentilikasian masalah adalah :

objek audit dan

L. memperoleh data., informasi_. serta. latar belakang auditan/
programlkegiatan dan fungsi pelayanan publik }'ang diaudit me*genai
hal-hal *vang berhubuagan dengan i*prrt proses! ou@u{ se,rta

outcome; dan
2. mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam auditanl

ke€iatan/ prcgram yang akan diaudit.

Input _l'ang diperlukan dalam kegiatan ini, antara lain:
1. peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri* Keputusan
fulenteri, Keputusan Drrjen, Surat Edaran Dirjen, Keputusan Kepala
Dinas, Surat Edarcur Kepala 'Dinaso yang terkait derrga*
programl kegiatan yang diaudit;
eistern dan prosedur operaeional, dan pbtunjuk operaeional yang
terkait dengan program/ kegiatan yang diaudit;
laporan hasii audit sebeiumnya;
hasil'hasil diskusi dengan pimpinan auditan den etakeholder, dan
hasil liputan media massa dan penelaahan informasi dari internet
yang terkait dengan program/kegiatan yang diaudit.

Tidak sernua input )xa$g tedaftar di atas harut dipesale.h,

tergantr.Irrg dari lingkup audit dan pertimbangan auditor- langkah-langkah
yang perlu dilakukan dalam melakukan pemahaman terhadap auditan dan
pengidentifikasian masalah dirinci sebagai berikut:

2.

3.
4.
5.
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1. analisis SoP/aturan-aturan berkaitan dengan auditan, yang relevan
dengan tujuan audit;

2. jika diprlukarr, lakukan obsersasi sirrgkat pada kantor aud.ita*.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepatuhan atas
implementasi SOP/ aturan-afuran dan Sistem Pengendalian Intern;

3- jika difrlukan, lakukan waurancara dengan pimpinan auditan,
Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi
yaflg bersifat umum, seperti misi auditan yang akaa diaudit, target
kegiatan pada tahun berjalan, anggaran yang tersedia, realisasi
kegiatan, dan *e.bagsinya;

4. re'riu peraturan-peraturan -r'a!rg terkait auditan/program/kegiatan

-yang diaudit, Iaporan kemajuan pelaksaraan prCIglrlm, serta
hambatan-hambatan dalam pencapaian program;

5. lakukaa irrveErtarisasi atas talok ukur. stanrdar. atam KP{ yaag telah
diterapkan oleh auditan dalas melaksanakan program/kegiatan; dan

6. buatlah' simpulau meagenar- pemahaman atas auditan dan
permasalahan yang berhasil diidentifikasi dalam tahap ini.
Permasalahan ini merupakan identifrkasi awal bagi pengembangan
arah dan tujuan audit pada tahap per€ncanaan selanjutnya.

Seturuh pengkajian APIP mengenai tahap "Pemahemaa Auditan
dan Fengidentifikasian Masa1ah" didokumentasikan datam Kertas Kerja
Audit pada Lampiran II.

C. PENILATAN SISTEM PENGENDALTAN TNTERN

Dalam melakukan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan
efektivitas pengendalian intern yang dimiliki auditan. Dalam Audit Kinerja,
pearahama:r yang memadai atas pengendalian intern auditan akan
membantu auditor menentukan ruang lingkup kegiatan yang sesuai
dengan tujuan audit. Penilaian Sistem Pengendalian Internal {SPI)
menggunaks:r:
1. Dokumen Rencana Tindak PengendafiAn "'(RTP] masing-masing

Perangkat Daerah; dan

2. Daftar pertanyaan tambahan terkait Sistem Pengendalian Internal.
Sehgai sarana identilikasi area pengendalian dalam merancang

program kerja audit.
Daftar pertanyaan disusun oleh auditor untuk menilai Pemahaman

Sistem Pengendalian Internal pada audite* dapat dilihat pada
Lampiran III.

D, PENENTUAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

Input -yang diperlukan dalam kegiatan "Penentuan T\rjuan dan
Lingkup Audif adalah output dari kegiatan pernatraman auditan dan
pengidenti{ikasian masalah serta kegiatq.n p9mahafilan sistem
pengendalian intern.
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Langkah-langkah yang diperlukan dalam menentukan tujuan dan lingkup
audit sebagai berikut:
1. Menentukan tujuan audit

Dalam menerntukan tujuan Audit Kinerja, APIP dapat memilih untuk
mengaudit keseluruhan aspek kinerja meliputi aspek ekonomiso
elieie$Bi. efet<tivitas {38} da* kepafuhan {1K}, atau recara hestahap
mulai dari salah satu aspek kinerja {18!, atau kombiaasi dari dua
aspek kinetia {2E} disertai kepatuhan.
Menentukan lingkup audit
Langkah-langkah dalam penentuan lingkup audit adalah sebagai
berikrt:
a. tentuksl linglup audit atas dasar informasi 3-ang diperaleh pada

audit sebelumnya;
b. lakukan perubahan dalam lin$rup audit apabila informasi yang

dipe.raleh dElam pelakeenaan audit mengfuaruskan de-mikien;
dan

c. apabila terdapat perinteh/aralran dalaru ffierentukan lingkup
Audit Kinerja secara luas, lakukan pertimbangan profesional
untuk merincinya secara lebih khusus (spesifik).

Output dari kegiatan "Penentuan Tujuan daa Lingkup Audit" adalah
sebagai berikut;

1. tujuan audit; dan
t. lingkrlp audit meJiputi; fokue audit, unit auditan,

kegiatanlprogramfsasaran strategis yang mend.ukung indikator
kinerja Btama Penrerintah Daerahlorgaaisasi Perangkat Daerah
{OPD), tahun yang diaudit, dan aspek kinerja yang diaudit"

Seluruh pengkajian APIP mengenai tahap penentuan tujuan dan
lingkup audit di tingkat auditan didokumentaeikan dalam Kertae Kerja
Audit.

E. PENENTUAN KRITERIA AUDIT I .,

Kriteria adalah standar-stendar kinerja yang logrs dan bisa dieapai
untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, ddn efektivitas dari kegiatan yang
dilakcanakan aletr auditan. Kriteria merepreoentaeikan praktik-pralctik
J:ang baik, 1,'aitu suatu harapaa mengenai "apa yang seharusnya"-

Perbandirgan kriteria dengan kondisi aktual akarr menghasilkan
temuan audit. Jika kondisi memenuhi atau melebihi kriteria, hal ini
mengindikasikan bahwa auditan telah melaksanakan praktik terbaik.
Sebaliknya, jika kandisi tidak memenutri kriteria, hal kd mengindikasikan
perlun1.a thdakan perbaikaa. APIP perlu mengembaagka kriteria ].ang
spesifik dengan memuiai dari pernyataan-pernyataan kriteria yang bersifat
umum, kemudian diperinci menjadi pernyataan yang lebih khusus atau
rpe*ifik. Ifuiterie diperluka:r aebagai dasar pesnbaading apakah pralctik-
pralrtik -lrang dilaksanakan tel,atr meacapai standar kiaerja -yang
seharusnya.
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Input yang digunakan untuk menentukan kriteria antara lain
sebagai berikut:
1. output dari kegiatan perencaflaan sebelumnya, antara lain:

a. gambaran umum dari auditanlprogramlkegiatan yaftg diaudit
yang antara lain meiiputi input, proses, output, dar' autcome;

b. hasil reviu peraturan perundang-undangan yang meliputi
ksr*.enangan, maksud dan tujuan, dan strulctur organisasi; dan

c. inforrnasi mengenai f;aktor-f,aktor yang memengaruhi kinerja
auditan.

2. kriteria yang diperoleh dari auditan terkait, antara lain memuat
pengendaliarr, standar, ukuran, hasil, target, dan komitmen yaflg

ditetapkan oleh auditan tersebut.

a. kriteria yang diperoleh dari kinerja historis auditan.
b. pralctik terbaik (best practicelyarrg diperoleh dari kegiatan serupa

yang telah berhasil.
c. sta*dar yang ditetapkan oleh organisasi profesianal dengan

melalui Freee$ yang beku {due prcrr.e.ssJ dan depat diterima fficar&
. umum. ,{rtiaya kriteria tersebut merupa.kal hasi} konsultasi dan

telah diuji, sehingga diterima oleh pihalryihak benvtnang/
berkepentingan dan telah mencefininkan hasil kesepakatan
profesional.

d. indikator-indikator kinerja yang dirancang oleh auditan atau oleh
pemerintah. misalnya indiketor yang tercantum dalam Reacana
Pembangunan Jaagka Menengah Daerah, Renstra, RKA, atau
Perjanjian Kinerja yang disepakati.

e. inforrna*i dan ilmu pesrgetahuan )"ang telah dibakukan.
t kriieria ].ang diguoakan dalaro kegiatae audit serupa atau oleh

Iembaga pengar*'asan di negara lain,
g. standar kriteria dari organisasi di dalam atau di luar negeri yang

melaksamakan kegiatarr atam progrerrr serupa.

h. hasil identi{ikasi atas tujuan atau sasqfan.dari program/kegiatan
a::ditan.

i. hasil identifikasi tren kinerja rata-rata atau optimal yang telah
dicapai.

j. literatur lainnva.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menentukan kriteria
dapat dirinci sebagai berikut:
l. mengidentitrkasi apakah auditan tel,ah memiliki kriteria yarrg dapat

digua*ka* untuk tnengukur kirrerja pregrarn/kegiatan yarrg
dilaksanakan;

2. menguji apakah kriteria yang dimiliki auditan relevaa dengan tujuan
audit dan memenuhi karal<teristik kriteria ],ang baik sebagai berikut:
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a. andal: apabila kriteria tersebut digunakan oleh APIP lain untuk
masalah -yang sama, maka kriteria tersebut harus bisa.
memberikan simpulan yafig sama;

b. objektif: kriteria hks dari bias baik dari sisi APIP ruaupun
aud.itan;

c. hermanfaat: dapat menghasilkan temuan dan simpulan audit
yang memenuhi keinginan para pengguna informasi;

d. dapat dimengerti: kriteria ditetapkan secara jelas dan bebas dari
perledq an interpretasi;

e. dapat diperbandingkan: kriteria tersebut bersifat konsisten
apabila digunakan dalam Audit Kinerja atas audita* atau
kegiatan-kegiatan yang serupa atau apabila digunakan dalam
Audit liinerja oe.belumnya ata* auditen yarrg sar*a;

t lengkap: kriteria yang lengkap rneogacu kepada penggunaan
seluruh lffitsria yarrg sigt*fikan dalan menilai kinerja;

g. dapat diterima: kriteria dapat diterima oleh auditan yang diaudit,
lembaga legislatif, media, dan masyarakat umum. Setnakin tinggi
tingt<at "dalrat diterirna" semakirr efekdf Audit Ki*erja yang
dilaksanakan; dan

h. h, relevan: kriteria dapat memberikan kontribusi dalam pru#s
pelaksanaan audit terkait dengan pembuatan simpulan yang
sesuai dengan tduan audit.

mengetnbangkan kriteria lain dengan persetujuail auditan jika
auditan tidak memiliki kriteria atau dari hasil pengujian, kriteriayang
ada teraS.ata tidak relevan derrgan tujuar: audit dan heluan memenuhi
karakteristik kriteria.
komunikasika.n kriteria yang aka.n dipakai kepada auditan sebelum
audit dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan bersama TAPIP

dan manajemen auditan) mengenai dasar pengukuran kinerja ],ang
digunakan daiam audit atas objek yailg diaudit. Hat ini dilakukan agar
dipercleh kesepakatan antara. airditan deagan APIP, sehingga
nantinya tidak ada penolakan terhadap hasil audit. Jika tidak tereapai
kesepakatan aatara APIP dan auditan yan& Aiatldit mengenai kriteria
yang telah dikernbangkan, maka APtrP'trarus melakukan analisis dan
diskusi lebih lanjut sampai diperoleh kriteria yang disepakati kedua
belah pihak
meaerapkan kriteria yang telah ditetapkan dalam audit.
Output yang dihasilkan dari kegiatan "Menentukan Ifuiteria Audit'
adalah standar yang akan digunakan sebagai pembanding terhadap
praktik yang be{alan meliputi:

a. kelompok kriteria {ekonomiso e{isiensi, dan efektivitas};
b. jenis kriteria (rincian kriteria yang terdapat dalam masing-

masing kelompok)
c. penjelasan {deskripsi ringkas setiap je*is kriteria};
d. satuan pengukuraa {misalkan kilometer/jann, orang/hari};
e. sumber data (deskripsi tentang dari mana data diperolehi;

5,
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f. standar ukuran kinerja {menjelaskan standar yang digunakan
dan artiu-va|: dan

g. tanggap$ auditan isepatrat *tau tidak sepakat)-

F. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT
Program kerja audit berisi tujuan audit dan prosedur yang harus

dilakukan untlrk rne.nc.apai tujuan audit. Input yang diperlukan dalam
kegiatan Pen;rusuna:n kogram Ke$a Audit terinci antara lain berupa
Survei Pendahuluaa, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan, dan Arahan khusus dari pimpinan APIP terkait
audit terinr:i.

Di dalam progra& audit tersebut dituangkan hat-fral sebagai

berikut:
1. Dasar Audit

APIP memasukkan ketentuan peraturan peruadang-undangan -yang
merrjadi mandat bagi APIP <i;rlarn melaksanakan audit.

2, Standar Audit
Diisi dengan standar audit yang akan digunakan dalam
melaksanakan audit. Standar yang digunakan yaitu $tandar Audit
Intera Pe.merintah Indone.sia yang diterbitkan aleh Asosiasi Auditor
{ntern Pemerirrtah [ndo*esia.

3. Organisasi/ProgramlFungsi Pelayanan Pubiik yang Diaudit
Diisi dengan auditan yang akan diaudi! pengertia:e auditan di sini
da.Bat beruBa orgaaisasilprogramlfungsi pelayanarr publik yarrg
kinerjanya akan diaudit.

4. Tahun Anggaran yang Diaudit
Bagran dari penjabaran lingkup audit yang akan memasukkan
periode/tahun anggaran yang akan diaudit. Secara umum, periode
yang dipilih edalah hanya untuk satu periode tahun enggaran. Namun
demikian, dimungkinkan juga untuk pelaksanaen audit atas periode
ysng lehih deri sai.u te.hun jika pade eudit atas keseluruhan
pelaksanaan progrEun -vang memakan rn'aklu Igbih dari I {satu} tahun.

5. Identitas dan Data Umurn yang diaudit
Data umum dari organisasi/progamlfungsi pelayanan publik yang
akaa diaudit yang didapat selama proses pemahaman atas auditaa.

6. Alasan Audit
Diisi dengan alasan audit yang bisa berasal dari hasil analisis
perolehan data dan informasi awal yang akan diaudit.

7. JenieAudit
Diisi de.nsan &udit Kinesja.

8. Tujuan Audit
Tujuan audit merupakan tr4juan umuru ya$g didapat atau ditenfukan
selama pelaksanaan proses penentuan tujuan dan lingkup Audit.

9. Sasaran Audit
Tujuan audit secara riroci )'ang menjabarkan apa jrang telah
diteatulcan dalam tujuan audit umurrt.

10. Meiodologi Audit



11.
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Diisi dengan metodologi atau cara serta pendekatan audit yang akan
ditempuh dalam merjalankan pe<rugasen Audit Kinerja.
Kriteria Audit
Diisi dengan kriteria audit yang akan dipakai dalam audit.
Jenis dan Sumber Bukti serta Presedur Audit
Diisi dengan jenis dan sumber bukti yang dibutuhkan untuk
menjawab tqiuarr audit. Prosedu-r audit yang dibuat bertujuan
memberikan petunjuk kepada para APIP berkaitan bulsti-bukti audit
yang dibutuhkan. tangkah atau prcsedur audit sebaiknya dibuat
menurut sasar?.rL audit yang telah ditetapkan agar nantinya secara
keseluruhan hasil audit dapat merrjawab atau mencapai tujuan audit.
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BAB IV
PETAKSAI.IAAN ALTUIT KTNERJA

TUJUAN
Trrjuan pelaksanaan Audit Kinerja yaitu untuk mendapatkan bukti

yang cukup, kompeten, dan relevan, sehingga APIP dapat:
1. menilai apakah kinerja auditan yang diaudit sesuai dengan kriteria

atau tidak;
2. menyimpulkan apakah tujuan-tujuan audit tercapai atau tidak;
3, mengidentifikasi kemungkinan*kemungkinan untuk memperbaiki

kinerja auditan yang diaudit; dan
4. mendukung simpulan, temuan, dan rekomendaei audit.

KEGIATAN AUDIT
Kegiatan dalam audit meliputi: pengumpulan data {xampling},

pengujian kompetensi data, pengujian atas kriteria yang telah ditetapkan,
Fe-rryusunan dan perrgkamunikaaizur koump te.sruan audit. pertle-hzur
tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit fopsiona$, dan
penyampaian teerra& audit. Petunjuk pelalisanaan Audit Kinerja pada
tahap pelaksanaan terdiri atas 4 {empat} tahap, yaitu:
1. perolehaa dan pngujian data untuk mencapai tujuafl audit;
2- penyusunan dan pengomunikasian konsep temuan audit deagan

auditan;
3. perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit

{opsional}; deet

4. penyampaian temuan audit-

PEROLEHAN DAN PENGUJIAN DATA
Tujuan dari tahap ini yaitu uatuk aemperole-h hulrti audit w.hagai

pendukung temuaa audit dan sirupulan audit. Buhi audit harus Berriliki
karakteristik cukup, komlxten, daa relevan untuk memberikan dasaryang
kuat bagi temuan, simpulan, dan rekomendasiraudit. nahm memperoleh
bukti audit ].ang material, auditor dapa.t Tnenggunakan teknik samplfng

Srang mer*"akili populasi data yang diaudit.
Sara-plirq audit dapt didefinisikan sebagai penerapn prosedur

audit terhadap kurang dari 100o/, {seratus persen} dalam suatu saldo akun
atan kelompok transaksi dengan tqiuan menilai heberapa karakteristik
saldo akurr atam kelompok transaksi tersebut- Terdapat dua pendekata$
umum dalam sampling audit, yaitu sfafisfical sampling yaitu sampling
dengan penerapan aturan maternatika dimana auditor dapat
mengkuantifikasi {mengukur} risiko sampling pada saat merencanakan
sampel dan mengevaluasi hasil. Auditor harus menguji keiengkapan
populasi sehingga sampel yang dipilih mempakan keterwakilan dari
populasi tersebut {probabilitae}, dan nanstatisti.e,al sampling yaitu
pendekatan yang digunakan dimana auditor menggunakan pengetahuan
dan pengalarnennya dalam menentukan ukuran sampel yang dipilih, dan

B.

C,
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kepufusan yang diambil lebih berdasarkan pertimbangan. Sering juga
disebu t Snrdgement sampbgr.

Dalam menentukan ukuran sampel anrdit, auditsr harus
mempertimkngkan tuluan audit yarrg spesifik, karakteristik populasi dan
pemilihan metode s*mpling. Dalam menggurlakan sampel st*.tisiik, auditor
harus mempertimbangkan konsep seperti tingkat toleransi $alah seii
ftole.rc&l.e e.'rrarj ysng dapat ditesima. Taleranei *alah tqii adalah jur:lah
maksimal dari kesalahan I'ang masih dapat diterima oleh auditor, Toleransi
salah saji ini tidak sryenuhn3-a dari keputusan auditor, namun juga dapat
dipengaruhi oieh proses bisnis, berkonsultasi dengan pihak manajemen,
atau dari best pracfices yang ada. Da.lam suatu kasus, terdapat satu
kesalahan sqia tidak dapat ditolera:rsi cleh auditor-

Dalam proses penentuan teknik sampling audit, auditor dapat
berkoneultasi pada pihak,'ang berkornpeten.

Bulcti-bukti yang didapat dari perolehan dan pengujian data dapat
berupa:
1. Bukti Fisik

Jenis bukti ini dapat diperoleh dari beberapa hal sebagai berikut:
a. pengamatan langsung, misalnya: terhadap aktivitas dari orang,

suatu kejadian, maupun kondisi aeet tertentu;
b. pengamatan terhadap proses/ prosedur yang berjalan; dan
c. inspeksi/kunjungan lapangan ke suatu proyek, verifikasi

persediaan, dan lainnya.
$umber-sumber di atas dapat didukung dengan foto atau dokumen
Iain mperti berita acara audit lieik. dan deekripei tertulie dari hauil
pengarcatan _liang tetah dilakukan"

2. Testimsni
Bukti testimonial/ lisan/keterangan merupakan pernyataan

yang diperoleh Eacara lisan melalui rfr'avr'ancara., disktrsi, atau dalam
beatuk peraS'ataan tertulis sebagai respon dari pertan;raan atau
r*'a\e'arreara. Bukti testimonial/ lisarr/keterarrgarr didokumerrtasikarr
dalam bentuk dokumen hasil waurarcara, f,ekarnan percakapan yang
disimpan dalam alat perekam atau magnetie tape beeerta
transbiPn3'a.

3. Dokumen
Bukti dokumen yaitu bukti dalam bentuk fisik, baik berupa

dokumen resmi ataupun barang elektronik. Bukti ini adalah yang
paling umum diperoleh dari seluruh jenis bukti audit. Bukti dokumen
dapat diperoleh dari dalam maupun luar auditan yang diaudit.
Hal-hal yang termasuk bukti dokumen misailnya:

a. peraturanperundang-undangan;
b. dokumen terkait organisasi (rencana strategis organisasi, visi dan

misi organieaai, struldur erganisasi) ;

c. surat-surat, notulen rapaq
d. dokurle.n kantrak; dan
e. ' lain-lain-
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4. Analisis

u*"*o1::I*:H:,X":h'L, 3:11-$'ffi':l ffi ;#ffit t:
auditan perlu diuji kualitasaya untuk dapat digunakan sebagai bukti
audit. Bukti analisis dapat mencakup analisis rasio dan tren,
perbandingan prosedur dan standar dengan ketentuan yang
dipessyaratken. perbandingan kinerja derrgen crgsnieasi teje.nie,
analisis dari peagujian terinci atas transaksi-transaksi. analisis bial.a-
manfaat, ffiaupun dari analisis atas peaetapafi sampling,

Irlput yang digunakan dalam kegiatan "Pengumpulan dan
Peugujian Data" antara l-ain- berupa: Program Kerja Audit, Data Audit,
dan Kriteria Audit. Berrlasarkan jenis dan sumber bukti yarrg telah
diidentilikasi serta progam kerja audit _yaag telah ditetapkaa, maka
APIP melakukan pengumpuian daia. Seieiah itu, data diuji untuk
mernastikan tercapairrya tujuan audit. Data audit inilah yang
nantin3os akan menjadi hulcti pendukung ata* temuan audit. l,angkah-
langkah _yarrg diperlukan dalam kegiatan pengujian bulcti audit adalah
sebagai berikut:
1. APIP dapat menggunakan teknik-teknik pengujian, antara lain:

watranc.ara, inspeksilaudit secara langsuug, k-onfi-nrrasi, reviu
analitis {rasio, tren, pola}, dlt. Da}am menentukan teknik
pengujian bukti, maka APIP perlu mempertimbangkan faktor-
f,aktor antara lain jenis dan sumber bukti yang diuji, serta waktu
daa biaya yang diperlukan untuk mrtrguji bukti;

t. AFIF membandingkan hasil pengujian butrcti-bukti audit dengan
kriteria audit.

3. APIP raengidentiftkasi sehab dan akibat apabila terdapat
perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria.

Output -yang dihasilkan dari kegiatan "Pengujian Data" yaitu
kesimpulan hasil pengujian bukti. Kesimpulan hasil pengujian bukti
didokumeatasikan pada KKA. Dalam KKA tersebut APIP juga
mengidentifikasi unsur-unsur temuan dan usulan rekomendasi.
Kegiatan pada tahap "Pengujian Data " in[ didokumentasikan dalam
KKA dan dapat dilihat pada lampiran I5.

D. FET{YIJSUNAH TEMUAN HASIL AUDIT
Input yang digunakan dalam kegiatan "Penyusunan Temuan Audit"

adalah:
1. tduan audiU
2. kriteria yang tel,ah ditetapkan;
3. bukti audit; dan
4. kesimpulan hasil pengujian bukti

Dglam merryugltn suatu te.muan Audit Kixerja. hal yang tanget
utama uatuk diperhatikan yaitu apakah temuan audit yang dibuat oleh
AFIP merupakan jawaban atas pertarryaanldugaau sementara/hipotesis
yang telah dituangkan dalam suatu tujuan audit yang telah ditetapkan.
Suatu ternuam audit seharusnya berisi kesimpul-an hasil peugujian ata*
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bulcti audit yang diperoleh APIP dalam usahanya untuk mencapai tujuan
audit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Langkah-langkah yang diperhrkan dalam kegiatan menyusurl
temuan audit sebagai herikut:
1. berdasarkan kesimpulan hasil pengujian bukti, apabila terdapat

perbedaax tgaplyang slgnifikan antara kondisi dan lEriteria, tentukan
apakah p.rhedaan tese.but troaitif stau ne.gntif. Perbedaan Fcsitif
terjadi apabila kondisi yang ditemukan sarrla atau lebih baik dari pada
kriteria..Ferhedaan negatif terjadi apabila kondisi yang ditemukan
tidak sesuai/ mencapai kriteria.

2- sangat dimungkinkaao APIP menemukan suatu kondisi yang telah
memenuhi atau melebihi kriteria yang disebut te:nuan psitit APIP

perlu mempertimhang\an rele,vaasi temuaa pcsitif dengaa t*juan
audit. Apabila temuan tersebut relevan terhadap tujuan audit, maka
APIP perlu mengungkap hal tersebut dalam Laporan Hasil Audil

3. dalam hal APIP menemrrkan kendisi yang tidak memenuhi kriteria,
yang disebut sebagai temuan negatif, APIP perlu mengidentilikasi
unsur-unsur temuan hingga menjadi auatu temuan audit,

4. jika ditemukan indikasi yang mengandung unsur kerugian
negara/fraud yang relevan dengan tujuan audit, maka APIP perlu
melakukan pendalaman auditnya sampai menjadi temuan audit.
Indikasi yarrg $dak rtlevair de*garr tujuan audit, perlu
didokumentasikan secara memadai dalam KKA dan akan
ditindaklanjuti pada jenis audit lain yang sesuei.

5. APIP mengkomunika$ikan konsep temuan audit dengan pimpinan
auditan untuk mendapatkan klarifikasi. Ttrjuan dari komunikasi
konsep temuan audit dengan auditan adalah untuk memvalidasi
konsep temuan yang telatr dikembangkan *leh APIP.

6. APIP rr€rryar&peikan Tesrlrlan &udit kepada pimpinan auditan yeng
riiaudit.

Output yang dihasilkan dari "Pen)'usunan Temuan Audit" adalah:

1. konsep temuan audit; ! " 
n,

2. berita aeara temuan audit; dan

3. tanggapan resmi tertulis atas berita acara temuan audit.

E. PENDOKUMENTASIAN
Kegiatan Penyuarrnan Temuan Audit didolmmentasikan menjadi

suatu KKA.
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BAB V
KOMUNIKASI HASIL AUDI?

KEGIATAN DALAM KOMUNIKASI H,{SIL AUDIT KIIITERJA
Komunikasi hasil Audit Kinerja meiiputi penyusunan konsep

Laporan Hasil Audit {LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan
nimFule:r audil peselehan tanggapen resmi atas rekamerrda*i dan
simpulan, dan pen1rusunan serta penyampaiar LHA.

PENYUSUNAN KONSEP LAPORAN HASIL AUDIT
Standar Auditor Internal Pemerintah Indone*ia {SAIPI}

rne$s,y€rratkan bahr+.a suatu laparan hasil audit furtern han:.s *e*cakup
hal-hal di bawatr ini:
l. Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Standar *ludit

APIP dalam menjalankan tugas auditnya diwajibkan untuk mengikuti
standar audit yarrg ada. Standar Audit yang digunakan oleh APIP yaitu
Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh
Asosiasi Auditor Intern Femerintah Indonesia {AAIPI}.

2. Trtriuan, ruang liogkup, dan metodologi Audit
Suatu laporarr hasil audit harus memuat tujuan, ruang lingkup, dan
metodologi audit. APIP harus menjelaskan alasan mengapa suatu
auditan diaudit, apa yang diharapkan atau dicapai dari pelaksarla;Ln
audit, apa yang diaudit, dan bagaimana cara audit dilakukan.

3. Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi.
a. temuan audit

Temuan audit merupakan 'pctret' kenyataan yang ditemukan
APIP dalam melaksanakan suatu Audit Kinerja.

b. simpulan hasil audit
$impt,Ian hasil audit harus dapat menjawab tduan audit yang
telah ditetapkan sebelumnya. Penarikan simpulan dapat
dilakukan dengan metode kuantitatif ataupun lcualitatif.

c. rekomendasi
APIP harus menyampaikan rekomend&si kepada auditan untuk
memperbaiki kinerja atas hidang yang bermasalah guna
meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan auditan yang
diaudit. Suatu rekomendasi akan bersifat sangat
konstruktif/ membangun apabila:
t) dierehkan untuk merryeleaaikan masalah Jrrang ditesukan;
2i berorientasi pada tindakan n1'ata da.n spesifik;
3) ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk

bertindak; daa
4) daFat dilakmnakan.

4. Tanggapan pejabat yang be.rtanggung jart-ab atas hasil audit
APIP harus mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi atas temuarl,
simpulan, dan rekomendasi audit dari pejabat berwenang auditan
yang d.iaudit. Dalam raeraenuhi persyarataa kualitas komunikasi
yaitu adil, lengkap, dan objektif, audit semaksimal mung!<in

B.
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mengupayakan adanya reviu dan tanggapan dari auditan sehingga
diperoleh suatu laporan yan€ tidak hanya m-en-gemukakan fakta dan-

pendapat- a-uditor sqfa, melainkan me-muat pula prendapat dan rencana

:iang ditakukan oleh auditan.
Penyajian laporan Hasil Audit
Penyajian analisis dan informasi datarn laparan hasil audit harus
cukup, relevan dan layak agar perrmasalahan yang ada dapat
dipahami secara benar. Dalam menyajikan laporan, auditor harus
memastikalr bahwa pesan utama dalam laporan dapat disampaikan
secara jelas kepada pengguna laporan.
Laporan Hasil Audit harus lengkap, akurat, objel<tif, meyakinkan,
serta. jelas dan ringkas sepanjang hal tersebut dimungkinkan.
a Lengkap

teparan harus uaemuat Eerrrua informaai yeng dibutuhkan untuk
mernerruhi tujuan pelaporan, meningicatkan pemahamaa yang
benar dan memadai atas hal-hat yang dilaporkan, dan memenuhi
persyaratan isi laporan.

b. Akurat
Lap*ran harus menyqiikan data atau infsrmasi !.ang akqrat dan
k?ar. Satu ketidakakuratan dadam l,apran dapat menimbulkan
keraguaa atas validitas seluruh laporan dan dapat mengalihkaa
perhatian pembaca dari substansi laporan tersebut. Laporan
harus mesrasukkan hanya informasi dan aimpula* yang
didukung bukti kompeten darr relevan-

c. Ohjektif
Laporan harus disqjikan secara seimbang dan adil (batance and

fair) atas segala hal yang relevan, netral serta menghindari
kecenderu ngan melebih- lebihkan.

d. Meyakinkan
Simpulan dan rekomendasi disusun secara logrs dari fakta-fakta,
informasi, dan data yang valid. Laporan yang meyakinkan
membuat pembaca mengakui validifas daporan dan manfaat
penerapan rekomendasi.

e. Jelas
Laporan disajikan dengan jelas, mudah dibaca, dan dipahami,
ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhafla rrrungkin. Bila
digunakan istilah teknis, singkatan, danr akronim yang tidak
begitu dikenal harus didefinisikan secara jelas. Pengorganisasian
bahan secaftr logis dan keakuratan serta ketepatan dalam
menyatakan fakta dan dalam mengambil simpulan, adalah
penting untuk kejelasan dan pemahaman bagi pembaca laporan.
AIat bartl visual {seperti gambar. bagarr. graflk, slide} dapat
digunakan untuk menjelaskan materi yang rurnitlkompleks.

t Ringkas
Laporan tiisajikan secata ringkas atau tidak lebih panjang dari
yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan.

' Penyeiian yang terlalu rinci. dapat merrurunkan kualites laporan



-25-

bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan
menguraagi miaat pembaca. Pengulangan yang tidak perlu harus
dihindari.
Laporan Hasil Audit dapat berupa bentuk BAB atau bentuk surat
yang merupakan ikhtisar dari LHA. Penyu*unan dalam bentuk
surat dituangkan dalam beberapa paragraf, yaitu:
a. Para.graf pembuka memuat tr:juat dan ruang linglrup;
b. paragraf isi memuat simpulan hasil audit yang dapat

. menjawab secara langsung tujuan audit dan rekomendasi;
c. paragraf penjelas memuat penjelasan tambahan jika

diperlukan; dan
d. paragraf penutup berisi permintaan kepada auditan

rekomendasi $egera ditindaklanjuti
menginformasikannya kepada .{PlP.

Kegiatart Pea3,-usunan Koasep L*.poran Hasii Audit
didakumentasika:r menjadi Kertas Kerja Audit iKKAl.

agar
dan

1 
BUFATI N.{"UNA f

t,\F l(00RDl
SEx : "lARlS 

DAERAH



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
HOMOREp?AHUH 2S22
TENTANG
AUDIT KII,TERJA ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERIN?AH
DAERAH

T}ISFEKTORAT DAERAH HABUFATEN NATUNA

AUDI? KINEzuA
a

Nama Auditi :

Tehun knugassn:
No. KI(A
Fef. FI{A
Dibuat eleh
Paraf
Tanggal
Direviu oleh
Pers'f
Tanggai

KERTAS KERJA AUDIT {KKA}
PEMAHAMAN ORGANISASI

Hasil penelaahan dokumen daa E'arlrancara de*gan manajemen:

l. Yisi dan Misi Organisasi

2. Tujuan organisa*i

5.

6.

3. Tugas pokok dart fungsi organisasi

4. Dasar hukum dan peraturan yang mempengaruhi pelaksanaan.
progra.m/kegiatan atau fungsi pelayanan publik organisasi

Sasaran dari program/kegiatan organisasi
'.....'....'...

Struktur organisasi auditan

;i$;t"i aip'**
8. Anggaran yafig dikelola crganisasi

Key Perfcrrnaaee Irrdicatcr {KPII yang digunakan oleh argaaisssi dalam
menilai kinerja.

L Ringkasaa hasil reviu aias peraturan perundangundangan yang relevan
dengan tupoksi organisasi

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

1O. Ringfuasan progran ke&stsn yarrg dit€iapkari daIEffi tehun berjslsn



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

I
j

t

i Nama Auditi :t__
i 'lahun Penusasan:
I
I
i.t
i

AUDIT KINERJA

No. KHA
Ref. PKA
Dihuat oleh
Faraf
Tanggal
Direviu oleh
Paraf
Tanggal

KER?AS KERJA AUDIT TKKA} PEN&IDENTIFIKASIAN MASAIAH
Hasil Erawancara dengan manajemen, pemahaman auditan, dan isu
berkembans di aredia massa:

Peruasalshen Sumb*r lrtformasi

KESTMPULAN

PARAF KOORDINIASI

ASISTEN

{ ausetr NAruN+



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
HOHORT3bTAHUI{ 2S22
TENTANG
AUDIT KINERJA ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

INSFE}'TORAT DAERAH KABU FATEN NATUNA

AUDIT KINER.'A
J

Nama Auditi :

Tshun Fenugessn:
No. KKA
Ref. PHA
Dibuat oleh
Paraf
Tanggal
Direviu oleh
Fsrcf
Tanggal

Perrgendalian

Internal

Keterangan

KERTAS KEzuA AUDIT (KKA}

AHAMAITI SISTBM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PHAGHAM / KEG{ATAN

KESIMPILAN

l*u*.*"*" /

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPA?I NA?LTNA
NOMOREATAHUN 2ff22
TEHTAI{G
AUDIT KiNERJA ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
BAERAH

INSPEK?ORAT DAERAH

Nama S,uditi :
Tahun Penugasam:

KABUPATEN NAruNA
AUDIT KINERJA

No. KI{,t
D^f nr.. lGts' FAA

Dibuat oleh
Paraf
Tanggal
Dire.tiu aleh
Peraf

KERTAS KERJA AUDIT (KKA}
PENGUJIAN DATA

T\rjuan kegiatan pengujian data untuk Kq Pe$orrrtffiee Indicator {KFI! -yang
digunakan oleh organisasi dalam menilai kinerja adalah meaentukari
ketercapaian kinerja dan sarana memben rekomendasi untuk kinerja ]rang
belum tercapai
1, Daftar sumber data yang diperoleh;

Aspek Kebijakan

2. Ringkasan hasil analisis:

No Aspek Bobot Parameter Jenis Niiai Skor

A Aspek Kebiiakan 40

1 i Komitrnen Pemda i i Aturan yang ada

,2 Anggaran Anggaran yang
tersedia ,

B Aspek 60

Pelaksanaan I

1 Ekonomis Kinerja Ekonomis

r-i& Elisiensi Kinerja Elisien
I

Kriteria Skor Nilai

O sld 25 KurangPAR AF KOORpTNAST

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN U.

Kzt, t

Rls.ksenean
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